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Pengantar

PRISAI menggunakan prinsip, kriteria dan indikator sebagai struktur untuk memperjelas ruang lingkup dan 
konsistensi safeguards REDD+. Melalui format seperti ini, ruang lingkup PRISAI tidak dimaksudkan untuk mengatasi 
semua persoalan sosial dan lingkungan di kawasan hutan maupun lahan gambut. Meski demikian, PRISAI akan 
terus berkembang dalam mempertimbangkan persoalan-persoalan baru yang belum teratasi oleh kerangka 
PRISAI saat ini. Pilihan menggunakan kriteria dan indikator merupakan sebuah cara untuk menjamin konsistensi 
dari prinsip ke kriteria dan kemudian dari kriteria ke indikator. Dari berbagai proses diskusi pembentukannya 
hingga uji coba di empat wilayah, PRISAI telah mendapat masukan konkrit yang diakomodasi dalam versi 2.1 ini. 
Masukan tersebut umumnya memastikan konsistensi, baik istilah, struktur hingga pengorganisasian ulang prinsip 
ke dalam tiga kategori, yakni PRISAI Sosial, Lingkungan dan Tata Kelola. Bila dalam perkembangan lebih lanjut, 
terdapat inkonsistensi, PRISAI mempunyai mekanisme perbaikan yang diharapkan akan menampung usulan-
usulan penyempurnaan PRISAI. 

Pengertian prinsip, kriteria dan indikator tidak berbeda dengan apa yang telah didefinisikan dalam beberapa 
standar maupun instrumen yang telah ada.1 Dalam kerangka yang digunakan CIFOR, prinsip didefinisikan sebagai 
kebenaran maupun hukum yang fundamental sebagai basis dalam bernalar maupun tindakan. Prinsip dalam 
konteks REDD+ dipandang sebagai prasyarat utama bagi suksesnya pelaksanaan REDD+. Prinsip menyediakan 
justifikasi bagi kriteria, indikator hingga verifier. Di samping itu, prinsip juga dipandang sebagai kearifan manusia 
yang dibentuk oleh kelompok maupun perorangan setelah sampai pada taraf pemahaman yang memadai atas 
suatu wilayah pengetahuan. Karena itu, kearifan disini berkaitan dengan pengetahuan.2 Secara metodologis, prinsip 
adalah nilai fundamental yang tidak diverifikasi tetapi diterima sebagai sesuatu yang benar tak terbantahkan.

Kriteria merupakan standar dengan mana sesuatu akan dinilai. Sebuah kriteria dapat dilihat sebagai turunan dari 
prinsip yang menambahkan pengertian dan operasionalisasi dari sebuah prinisp tanpa menempatkan dirinya 
sebagai ukuran langsung atas capaian konkrit prinsip tersebut. Kriteria merupakan perantara yang menjadi 
rujukan bagi informasi yang akan disediakan indikator. Kriteria dapat dimaknai sebagai kombinasi dari kesatuan 
informasi yang terpisah-pisah.3 Kriteria bisa diperbaiki sejauh berkaitan dengan upaya membuat Prinsip bisa 
diterapkan.

Indikator merupakan variabel atau komponen dari REDD+ yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai 
status capaian dari kriteria tertentu. CIFOR memaparkan bahwa indikator seharusnya menyampaikan “pesan 
tunggal yang bermakna”, tidak boleh menimbulkan interpretasi ganda. Pesan tunggal ini merupakan informasi 
yang disebutkan yang merupakan kumpulan dari satu atau lebih elemen data dengan relasi atau konsistensi 
antara data yang benar-benar jelas dan nyata. Meski demikian, indikator tidak boleh secara keliru dipahami 
sebagai kondisi satu-satunya yang menunjukan pemenuhan atas kriteria. Tidak juga dimaknai sebagai seperangkat 
aturan maupun panduan yang ketat dan tidak boleh berubah-ubah.4 Indikator dalam PRISAI adalah sekumpulan 
kondisi ideal yang membutuhkan kontekstualisasi di berbagai lokasi REDD+ dengan permasalahan sosial dan 
lingkungannya jamak. Karena itu, indikator PRISAI membutuhkan interpretasi kontekstual yang akan dipandu 
oleh instrumen tertentu.

PRISAI diterapkan di tingkat proyek maupun program. Pada tingkat proyek, indikator PRISAI disertai dengan 
keterangan “Pelaksana”. Pada tingkat program, PRISAI didukung oleh aturan dan kebijakan tertentu yang menjadi 
mandat dan tanggung jawab Pemerintah. Indikator tipe ini disertai dengan keterangan “Pemerintah”. Di sisi 
lain, terdapat indikator yang merupakan kombinasi antara peran pemerintah dengan penerapan lapangan oleh 
pelaksana. Tipologi seperti ini ditambahkan dengan keterangan “Pemerintah dan Pelaksana”. Meski demikian, 
semua indikator ini seharusnya didukung oleh aturan dan kebijakan pemerintah untuk mendorong perubahan 
jangka panjang yang lebih permanen tidak hanya di tingkat proyek tetapi juga yurisdiksi.

1	  Lihat definisi prinsip, kriteria dan indikator dalam REDD+ Social and Environmental Standards http://www.redd-
standards.org/index.php?option=com_eywafm&task=cat_view&gid=18&Itemid=185,  Standard Biodiversity Offset, http://
www.forest-trends.org/documents/files/doc_3078.pdf

2	  The CIFOR Criteria and Indicators Generic hal. 7 Template lihat http://www.cbd.int/doc/case-studies/tttc/tttc-
00143-en.pdf

3	  The CIFOR Criteria and Indicators Generic hal. 8 Template lihat http://www.cbd.int/doc/case-studies/tttc/tttc-
00143-en.pdf

4	  The CIFOR Criteria and Indicators Generic hal. 8 Template lihat http://www.cbd.int/doc/case-studies/tttc/tttc-
00143-en.pdf
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Sebagaimana disebutkan di atas, PRISAI mencakup empat kategori safeguard, yakni safeguards sosial, 
lingkungan, tata kelola dan keuangan. Kriteria dan indikator yang sudah dikembangkan adalah tiga safeguards 
pertama. Sementara safeguards keuangan sudah mempunyai sejumlah prinsip namun kriteria dan indikatornya 
dikembangkan secara terpisah dengan mempertimbangkan manajemen dan pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan dana. 

PRISAI tata kelola mencakup tiga prinsip (Prinsip 1-3) yang umumnya berkaitan dengan kebijakan:

1.	 Melengkapi atau konsisten dengan target pengurangan emisi, hukum nasional, konvensi dan kesepakatan 
internasional terkait

2.	 Memperbaiki tata kelola kehutanan
3.	 Informasi yang transparan, terlembagakan dan akuntabel

PRISAI Sosial berhubungan dengan kebijakan dan implementasi lapangan, terdiri dari empat prinsip (Prinsip 4-7): 

4.	 Memastikan status hak atas tanah dan wilayah
5.	 Menghormati dan memberdayakan pengetahuan dan hak masyarakat adat dan komunitas lokal
6.	 Partisipasi penuh, efektif dan  berkeadilan gender dari semua pemangku kepentingan
7.	 Manfaat REDD+ dibagi secara adil ke semua pemegang hak dan pemangku kepentingan yang relevan

PRISAI Lingkungan terdiri dari tiga prinsip (Prinsip 8-10): 

8.	 Mendukung keanekaragaman hayati, perlindungan hutan alam dan jasa lingkungan
9.	 Aksi untuk menangani resiko balik
10.	 Aksi untuk mengurangi pengalihan emisi
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PRINSIP KRITERIA dan INDIKATOR

PRISAI Governance  

PRINSIP KRITERIA INDIKATOR

1.	 Melengkapi atau 
konsisten dengan 
target pengurangan 
emisi, hukum 
nasional, konvensi 
dan kesepakatan 
internasional terkait. 

1.1.	Mendukung pencapaian 
target RAN GRK khususnya 
dari sektor kehutanan 
dan sektor berbasis lahan 
lainnya

1.1.1.	 Adanya kebijakan penguatan 
pemanfaatan SDA yang 
mendukung keseimbangan 
lingkungan global (Pemerintah)

1.1.2.	 Adanya Strategi Daerah yang 
mengimplementasikan STRANAS 
REDD+ (Pemerintah Daerah)

1.1.3.	 Adanya kebijakan percepatan 
rehabilitasi kawasan hutan 
dan kawasan untuk rehabilitasi 
(Pemerintah Daerah) 

1.1.4.	 Adanya strategi yang 
mempermudah dan 
mempercepat proses perizinan 
para pihak yang mengajukan 
pola peningkatan stok 
karbon (carbon enchament) 
(Pemerintah Daerah) 

1.2.	Mengembangkan 
implementasi konvensi CCD, 
CBD, UNFCCC, RAMSAR dan 
kesepakatan internasional 
terkait lainnya yang relevan 
dengan REDD+

1.2.1.	 Adanya kebijakan pemerintah 
di masing-masing sektor 
pengelola sumber daya alam 
yang memastikan terintegrasinya 
konvensi internasional 
keanekaragaman hayati, 
perubahan iklim dalam kebijakan 
sektor (Pemerintah)

1.2.2.	 Adanya kebijakan pemerintah 
yang mengintegrasikan 
kebijakan-kebijakan di bidang 
tata kelola dan hak asasi 
manusia ke dalam kebijakan 
masing-masing sektor sumber 
daya alam (Pemerintah) 

1.2.3.	 Adanya kebijakan yang 
memastikan berjalannya 
sinkronisasi antara instrumen 
hukum internasional dengan 
kebijakan dan program nasional 
yang terkait REDD+ (Pemerintah) 

1.2.4.	 Adanya penerapan konvensi dan 
perjanjian internasional CBD, 
UNFCCC, CCD, RAMSAR dalam 
program REDD+ (Pemerintah) 
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1.	 Memperbaiki tata 
kelola kehutanan 

1.1.	Mendukung penerapan 
tata kelola kehutanan yang 
efektif dan efisien dengan 
mekanisme dan pola kerja 
yang transparan, akuntabel 
serta didukung kapasitas 
yang memadai

1.1.1.	 Adanya kebijakan dan 
mekanisme yang tegas dan jelas 
yang menjamin transparansi 
informasi dan sinkronisasi 
perizinan di wilayah yang 
potensial menjadi lokasi REDD+ 
(Pemerintah)

1.1.2.	 Terdapat proses pelaksanaan 
REDD+ yang transparan dan 
akuntabel yang diatur secara 
tegas dalam standar operasional 
maupun aturan internal lainnya 
(Pelaksana) 

1.1.3.	 Adanya pembagian peran dan 
tanggung jawab yang jelas dan 
disepakati antara pelaksana 
REDD+, pemerintah, masyarakat 
dan pihak terkait lainnya 
(Pelaksana dan Pemerintah)

1.1.4.	 Tersedianya sumber daya 
manusia yang memiliki kapasitas 
yang mengacu pada ukuran 
antara lain pengetahuan sosial 
dan lingkungan serta integritas 
yang dipercaya (Pelaksana)

1.1.5.	 Kebijakan yang mempermudah 
prosedur administrasi dan 
perizinan bagi pihak-pihak yang 
hendak terlibat dalam REDD+, 
terutama bagi komunitas yang 
secara historis memiliki model 
dan sejarah pengelolaan hutan 
(Pemerintah) 

1.2.	Mendukung tata kelola 
kehutanan yang anti korupsi, 
kolusi dan nepotisme (KKN)

1.2.1.	 Adanya instrumen pencegahan 
korupsi, kolusi dan nepotisme 
dalam tata kelola kehutanan dan 
penguatan kelembagaan dalam 
pencegahan KKN, serta sistem 
fiduciary yang terkontrol dengan 
baik (Pemerintah)

1.2.2.	 Adanya mekanisme pelaporan 
yang terstruktur dan tercatat 
atas indikasi KKN agar dapat 
ditelusuri dan digunakan dalam 
proses hukum selanjutnya 
(penyidikan, penyelidikan, 
pengusutan, dst) (Pemerintah)
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1.3.	Pelaksana menyediakan 
mekanisme untuk mencegah 
korupsi dan penyuapan 
dalam pelaksanaan REDD+

1.3.1.	 Adanya mekanisme anti-
rasuah yang didiskusikan 
dengan lembaga-lembaga 
yang terkait anti-rasuah dan 
disediakan pelaksana baik 
dalam perencanaan maupun 
pelaksanaan kegiatan untuk 
mencegah korupsi dan suap 
(Pemerintah)

1.3.2.	 Adanya peluang yang 
disediakan untuk mereview 
maupun memberikan masukan 
perbaikan atas mekanisme anti-
rasuah untuk mencegah KKN 
(Pemerintah)

2.	 Informasi yang 
transparan, 
terlembagakan dan 
akuntabel

2.1.	Pelaksana REDD+ aktif 
menyediakan informasi dan 
sekaligus mencari informasi 
yang diperlukan publik yang 
berkaitan dengan aktivitas 
yang akan maupun sedang 
dijalani

2.1.1.	 Adanya mekanisme teknis 
pelaksanaan aturan 
keterbukaan informasi 
yang harus disampaikan ke 
publik dan masyarakat yang 
terkait pelaksanaan REDD+ 
(Pemerintah) 

2.1.2.	 Adanya mekanisme yang 
menjamin  adanya informasi 
dasar REDD+ yang disampaikan 
ke pemangku kepentingan di 
tingkat tapak  (Pelaksana) 

2.1.3.	 Adanya mekanisme yang 
menjamin penyampaian 
informasi disampaikan 
sebelum program maupun 
proyek dirancang di tingkat 
tapak, sesuai dengan kondisi 
lokal, dalam kemasan yang 
sederhana dan mudah dipahami 
(Pelaksana) 

2.1.4.	 Adanya mekanisme untuk 
klarifikasi dan keberatan atas 
informasi yang disampaikan 
pelaksana REDD+ (Pelaksana) 

2.1.5.	 Mekanisme yang menjamin 
peyampaian informasi yang 
memperhatikan kebutuhan 
khusus kelompok yang 
termarginalkan terutama 
perempuan dan masyarakat 
adat (Pelaksana)
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2.2.	Menyediakan informasi 
mengenai hasil pemantauan 
atas pelaksanaan safeguards

2.2.1.	 Adanya mekanisme yang 
menjamin keterbukaan 
informasi atas Monev 
safeguards ke publik yang 
mudah diakses dan mudah 
dipahami termasuk untuk 
pemangku kepentingan yang 
mempunyai kebutuhan khusus 
seperti perempuan, masyarakat 
adat, minoritas (Pemerintah dan 
Pelaksana)

2.2.2.	 Adanya mekanisme yang 
menjamin adanya masukan 
maupun keberatan atas 
informasi yang dibuka ke publik 
(Pemerintah) 
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PRISAI Sosial 

PRINSIP KRITERIA INDIKATOR

3.	 Memastikan status 
hak atas tanah dan 
wilayah

1.1	 Identifikasi dan 
perlindungan pe-
megang hak atas 
tanah dan wilayah 
serta mekanisme 
penyelesaian konf-
lik di wilayah calon 
lokasi REDD+

3.2.1.	 Terjadinya proses yang partisipatif untuk 
menginventarisasi dan memetakan pe-
megang hak, obyek hak dan jenis hak atas 
tanah, wilayah dan sumber daya alam yang 
relevan terhadap aktivitas REDD+, terutama 
hak dan jenis hak kelompok rentan dan mar-
ginal antara lain perempuan dan masyarakat 
adat (Pelaksana)

3.2.2.	 Adanya identifikasi secara partisipatif men-
genai kejelasan batas maupun tumpang tin-
dih klaim yang menyangkut pemegang hak, 
obyek dan jenis hak di lokasi REDD+ terma-
suk kejelasan atas hak individu dan komunal 
(Pelaksana) 

3.2.3.	 Digunakannya pemetaan partisipatif sebagai 
salah satu landasan dalam penyusunan dan 
review  tata ruang dan penatabatasan ka-
wasan hutan (Pemerintah)

3.2.4.	 Adanya assessment atas konflik dan potensi 
konflik yang terkait REDD+ dan pemetaan 
atas opsi penyelesaian konflik yang sedapat 
mungkin mendayagunakan mekanisme lokal 
(Pelaksana) 

3.2.5.	 Adanya mekanisme yang memastikan 
REDD+ tidak dilakukan di wilayah dimana 
status hak masing-masing pihak masih 
berkonflik satu sama lain (Pelaksana)

3.2.6.	 Adanya sebuah mekanisme yang transparan 
dan dapat diakses secara efektif  oleh semua 
pihak terutama perempuan, masyarakat 
adat, dan kelompok rentan dan marginal 
lainnya untuk menyelesaikan konflik yang 
berkaitan dengan hak atas tanah, wilayah 
dan sumber daya alam (Pelaksana dan Pe-
merintah) 

3.2.7.	 Adanya mekanisme penyelesaian konflik 
yang berkaitan dengan hak atas tanah, 
wilayah dan sumber daya alam yang timbul 
karena aktivitas REDD+ dan diselesaikan 
secara transparan dalam jangka waktu yang 
disepakati (Pelaksana dan dan Pemerintah)

3.2.8.	 Adanya mekanisme yang memastikan akti-
vitas REDD+ ditangguhkan untuk sementara 
waktu manakala konflik terjadi selama 
aktivitas REDD+ berjalan (Pemerintah dan 
Pelaksana) 

3.2.9.	 Ada mekanisme untuk menyelesaian konflik 
selama periode penangguhan sementara 
aktivitas REDD+ (Pemerintah)  



12

3.1.	Pengakuan hak 
atas tanah, wilayah 
dan sumber daya 
alam yang berbasis 
hukum negara dan 
hak adat maupun 
hak lokal lainnya

3.1.1.	 Adanya kebijakan REDD+ nasional yang 
mengakui dan menghargai hak-hak tra-
disional masyarakat adat dan lokal atas 
tanah, wilayah dan sumber daya alam (Pe-
merintah)

3.1.2.	 Rencana tata ruang termasuk rencana pen-
gelolaan hutan di lokasi kegiatan REDD+ 
mengakui dan menghormati hak yang di-
miliki masyarakat adat maupun komunitas 
lokal baik yang berdasarkan hukum negara, 
hukum adat maupun kesepakatan lainnya  
(Pemerintah)

3.1.3.	 Adanya upaya penguatan hukum bagi hak 
masyarakat adat dan lokal atas tanah, 
wilayah dan sumber daya alam baik melalui 
kesepakatan multi-pihak maupun peraturan 
dan kebijakan pemerintah (Pelaksana)

3.1.4.	 Adanya proses yang aktif di tingkat pelak-
sana untuk memfasiitasi proses pengakuan 
hak atas tanah yang cepat, mudah, bebas 
biaya melalui proses yang partisipatif (Pelak-
sana)
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3.2.	Mensyaratkan free, 
prior and informed 
consent (FPIC) atau 
PADIATAPA dari 
masyarakat adat 
dan komunitas lokal 
untuk setiap aktivi-
tas yang berpotensi 
mempengaruhi hak 
mereka atas tanah, 
wilayah dan sum-
ber daya alam

3.2.1.	 Kebijakan REDD+ di tingkat nasional dan 
daerah mendukung prinsip dan hak FPIC 
dari masyarakat adat dan komunitas lokal 
untuk semua aktivitas yang mempengaruhi 
hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber 
daya alam (Pemerintah Pusat) - 

3.2.2.	 Kebijakan FPIC untuk masyarakat adat seti-
daknya mengikuti standar yang telah dican-
tumkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-
Hak Masyarakat Adat (UNDRIP)(Pemerintah 
Pusat/Daerah)

3.2.3.	 Pelaksanaan REDD+ secara efektif men-
diseminasikan informasi mengenai konsep 
hingga teknis pelaksaan FPIC kepada mas-
yarakat adat dan komunitas lokal untuk 
semua aktivitas yang mempengaruhi hak 
mereka atas tanah, wilayah dan sumber 
daya alam (Pelaksana didukung diseminasi 
informasi oleh Pemerintah)

3.2.4.	 Adanya mekanisme yang disediakan bagi 
pemegang hak komunal (masyarakat adat 
dan komunitas lokal) untuk mendefinisikan 
proses yang terukur mengenai bagaimana 
mereka menjalankan FPIC, termasuk memi-
lih perwakilan dan lembaga yang berwenang 
untuk menyampaikan persetujuan maupun 
opsi lain yang sudah mereka sepakati (Pelak-
sana)

3.2.5.	 Adanya mekanisme yang memastikan mas-
yarakat adat melakukan FPIC berdasarkan 
kebiasaan, tradisi, norma, yang mereka 
miliki terhadap semua aktivitas yang mem-
pengaruhi hak-hak mereka, terutama hak 
tradisional mereka untuk memiliki dan 
mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya 
alam (Pelaksana)

3.2.6.	 Adanya upaya-upaya agar pelaksanaan 
REDD+ tidak mengurangi hak, kebudayaan 
dan berbagai praktek pengelolaan lestari 
oleh masyarakat – (Pelaksana)

3.2.7.	 Adanya mekanisme bahwa pelaksanaan 
REDD+ tidak boleh merelokasi, memindah-
kan maupun menggusur warga baik secara 
fisik maupun ekonomi. (Pemerintah dan 
Pelaksana) 
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4.	 Menghormati dan 
memberdayakan 
pengetahuan dan 
hak masyarakat 
adat dan komuni-
tas lokal

4.1.	Menghargai peng-
etahuan dan nilai-
nilai tradisional 
yang berkaitan se-
cara langsung mau-
pun tidak langsung 
dengan  REDD+

4.1.1.	 Adanya identifikasi secara partisipatif atas  
jenis-jenis kearifan tradisional yang berkai-
tan secara langsung maupun tidak dengan 
pelaksanaan REDD+ dengan memperhatikan 
pengetahuan kelompok yang termarginalkan 
(Pelaksana) 

4.1.2.	 Adanya mekanisme yang disediakan untuk 
menghormati, melindungi dan memaju-
kan pengetahuan dan nilai-nilai tradisional 
yang berkaitan dengan pelaksanaan REDD+ 
(Pelaksana) 

4.1.3.	 Adanya kesepakatan bersama masyarakat 
untuk memastikan pelaksanaan REDD+ tidak 
mengabaikan maupun mengurangi penge-
tahuan tradisional dan nilai-nilai tradisional 
masyarakat (Pelaksana)  

4.2.	Melindungi akses 
bagi masyarakat 
dalam program dan 
proyek REDD+ dan 
memperkuat akses 
kelompok yang ter-
marginalkan

4.2.1.	 Adanya kesepakatan dengan pemangku 
kepentingan yang menegaskan hak dan ak-
ses mereka yang sudah ada tetap dipertah-
ankan (Pelaksana dan Pemerintah)

4.2.2.	 Adanya kesepakatan bersama berbagai pi-
hak mengenai pengaturan atas aktivitas-ak-
tivitas yang diperlukan untuk menjamin 
pengelolaan sumber daya alam yang lestari   
(Pelaksana)  

4.3.	Menggunakan 
pengetahuan tra-
disional dan nilai-
nilai kebudayaan 
tradisional mau-
pun lokal dalam 
program maupun 
proyek REDD+

4.3.1.	 Adanya mekanisme partisipasi dalam pelak-
sanaan skenario pengurangan emisi pening-
katan dan penyerapan stok karbon termasuk 
dimungkinkannya penerapan pengetahuan 
dan nilai-nilai tradisional maupun lokal da-
lam perencanaan, pelaksanaan hingga pe-
mantauan pelaksanaan REDD+ (Pelaksana)

4.3.2.	 Adanya upaya dan kebijakan yang men-
gidentifikasi pola-pola pengetahuan tra-
disional dalam pengurangan emisi, pen-
ingkatan dan penyerapan stok karbon dan 
mempertimbangkan pengetahuan kelompok 
yang termarginalkan (Pemerintah) 

4.3.3.	 Adanya perlindungan terhadap pengeta-
huan tradisional masyarakat yang digunakan 
dalam pengurangan emisi, peningkatan dan 
penyerapan stok karbon (Pelaksana)  

4.3.4.	 Adanya kebijakan yang mengakomodasi 
pengetahuan tradisional dalam berbagai 
bentuk pengelolaan sumber daya alam 
termasuk kehutanan dan lahan gambut (Pe-
merintah)  
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5.	 Partisipasi penuh, 
efektif dan  
berkeadilan gen-
der dari semua 
pemangku kepent-
ingan

5.1.	Mekanisme yang 
menjamin partisi-
pasi yang penuh 
dan efektif dari 
semua pemangku 
kepentingan yang 
terkait dengan 
program maupun 
proyek REDD+ 

5.1.1.	 Adanya mekanisme maupun panduan parti-
sipasi bagi pemangku kepentingan termasuk 
mekanisme khusus yang menjamin keter-
libatan penuh dan efektif dari perempuan 
dalam berbagai tahapan pelaksanaan REDD+ 
termasuk persiapan, implementasi dan ben-
efit sharing (Pelaksana dan Pemerintah)

5.1.2.	 Adanya kebijakan dan mekanisme affirma-
tif yang mendukung komunitas yang ingin 
melaksanakan REDD+  dan mekanisme affir-
matif bagi komunitas yang termarginalkan 
dalam pelaksanaan REDD+ (Pelaksana)

5.1.3.	 Ada desain peningkatan kapasitas para pi-
hak untuk bisa berpartisipasi secara efektif 
dalam kegiatan yang terkait perencanaan, 
pelaksanaan maupun evaluasi aktivitas 
REDD+ (Pelaksana)

5.1.4.	 Adanya mekanisme yang memungkinkan 
perbaikan atas panduan partisipasi ber-
dasarkan masukan yang diterima dari berb-
agai pemangku kepentingan (Pelaksana) 

5.2.	Mengidentifikasi 
semua pemangku 
kepentingan yang 
terkait dengan 
program maupun 
proyek 

5.2.1.	 Adanya identifikasi secara partisipatif atas 
semua pihak yang berkepentingan dengan 
pelaksanaan REDD+ terutama masyarakat 
adat dan kelompok yang termarginalkan 
(perempuan, minoritas) dan komunitas lain 
yang potensial terkena dampak pelaksanaan 
REDD+  (Pelaksana) 

5.2.2.	 Adanya mekanisme yang fleksibel, jelas dan 
tegas dalam membuka ruang partisipasi dari 
pemangku kepentingan yang terlewatkan 
dalam identifikasi awal pemangku kepentin-
gan (Pelaksana) 

5.3.	Mempunyai me-
kanisme peman-
tauan dan evaluasi 
pelaksanaan par-
tisipasi yang terin-
tegrasi dalam pro-
gram dan proyek 
REDD+ 

5.3.1.	 Adanya kebijakan  dan kelembagaan pe-
mantauan dan evaluasi atas partisipasi yang 
terintegrasi dalam pelaksanaan REDD+ dan 
berjalan secara reguler (Pemerintah dan 
Pelaksana)

5.3.2.	 Adanya mekanisme pemantauan dan 
evaluasi atas pelaksanaan partisipasi yang 
melibatkan perwakilan masing-masing pe-
mangku kepentingan maupun pemantau 
eksternal (Pelaksana) 

5.3.3.	 Adanya upaya untuk melakukan perubah-
an dalam pelaksanaan partisipasi REDD+ 
dengan mengacu pada review independen 
maupun masukan pihak-pihak terkait – 
(Pelaksana) 

5.3.4.	 Adanya kebijakan maupun mekanisme yang 
jelas untuk mengakomodasi hasil review 
independen atas pelaksanaan partisipasi 
REDD+ (Pemerintah & Pelaksana)
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5.4.	Memastikan penga-
kuan dan pemenu-
han hak-hak per-
empuan terpenuhi 
dalam  pelaksanaan 
REDD+

5.4.1.	 Adanya mekanisme pelibatan perempuan 
yang mempertimbangkan usulan perem-
puan sendiri dan sensitif kelas (Pelaksana)

5.4.2.	 Adanya mekanisme yang memastikan per-
imbangan komposisi gender dalam berbagai 
pelaksanaan REDD+ (Pelaksana) 

5.4.3.	 Adanya konsultasi khusus yang difasilitasi 
untuk perempuan dalam berbagai tahapan 
Kegiatan yang akan dilaksanakan (Pelaksana)

5.4.4.	 Adanya mekanisme memastikan keterli-
batan perempuan secara penuh dalam me-
kanisme monitoring untuk memperhitung-
kan resiko dan manfaat yang akan ditimbul-
kan oleh Kegiatan (Pelaksana) 

5.4.5.	 Adanya mekanisme yang menjamin pening-
katan kapasitas kelompok perempuan untuk 
berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan 
REDD+ (Pelaksana) 
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6.	 Manfaat REDD+ 
dibagi secara adil 
ke semua peme-
gang hak dan pe-
mangku kepentin-
gan yang relevan

6.1.	Menghubungkan 
antara kontribusi 
positif pemangku 
kepentingan dalam 
pengurangan emisi, 
penyimpanan dan 
penyerapan kar-
bon dengan skema 
pembagian benefit

6.1.1.	 Adanya aturan mengenai distribusi benefit 
dan mekanisme penyalurannya yang berba-
sis pada kontribusi positif dan kelayakan pe-
mangku kepentingan REDD+ (Pemerintah ) 

6.1.2.	 Adanya skema pembagian benefit secara 
partisipatif yang mengacu pada kontribusi 
kolektif para pemangku kepentingan terha-
dap pengurangan, penyerapan dan penyim-
panan karbon (Pelaksana)

6.2.	 Transparansi po-
tensi pendapatan, 
resiko-resiko dan 
pembagian benefit 
pelaksanaan REDD+ 

6.2.1.	 Ada kebijakan yang secara jelas mengatur 
jenis  manfaat dan model pembagian bene-
fit pelaksanaan REDD+ (Pemerintah) 

6.2.2.	 Adanya gambaran umum potensi pendapa-
tan dan resiko pelaksanaan REDD+ yang dib-
uka ke publik terutama pemangku kepentin-
gan yang terkait (Pelaksana) 

6.2.3.	 Adanya mekanisme yang transparan, par-
tisipatif, efektif dan efisien dibentuk untuk 
menjamin tanggung jawab dan pembagian 
benefit REDD+ yang adil di antara pemegang 
hak dan pemangku kepentingan yang rele-
van (Pelaksana) 

6.3.	Pemantauan yang 
transparan dan 
partisipatif atas 
resiko dan distribusi 
manfaat dari pelak-
sanaan REDD+ 

6.3.1.	 Adanya kebijakan mengenai pemantauan 
distribusi manfaat REDD+ termasuk lembaga 
yang melakukan pemantauan (Pemerintah) 

6.3.2.	 Adanya kebijakan dan kelembagaan untuk 
merespons keberatan pihak-pihak yang 
relevan yang berkaitan dengan proses kes-
epakatan maupun perhitungan resiko dan 
manfaat serta distribusinya ke para pihak 
(Pemerintah)

6.4.	Memastikan status 
hak atas karbon 
dari pemangku 
kepentingan terkait 

6.4.1.	 Adanya identifikasi dan terinformasikannya 
stok, pengurangan emisi dan serapan kar-
bon secara berkala dari hutan yang dikuasai, 
dimiliki, digunakan atau diperoleh, diakses 
oleh berbagai pihak terutama masyarakat 
adat dan komunitasl lokal  (Pelaksana dan 
Pemerintah) 

6.4.2.	 Adanya upaya agar pelaksanaan REDD+ 
menjamin keberlanjutan hak atas karbon 
berbagai pihak terutama masyarakat adat 
dan lokal (Pelaksana)

6.4.3.	 Adanya kebijakan maupun inisiatif pelaksa-
naan REDD+ yang menjamin bahwa hak atas 
karbon diakui berdasarkan kontribusi positif 
dari masyarakat atas pengelolaan maupun 
akses terhadap hutan (Pemerintah)
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PRISAI Lingkungan 

Prinsip Kriteria Indikator

7.	 Mendukung 
keanekaragaman 
hayati, perlindungan 
hutan alam dan jasa 
lingkungan 

7.1.	Mengembangkan 
dan meningkatkan 
mekanisme 
perlindungan 
dan pemanfaatan 
lestari terhadap 
keanekaragaman 
hayati dan jasa 
lingkungan secara 
partisipatif

7.1.1.	 Adanya identifikasi keanekaragaman 
hayati dan jasa lingkungan termasuk 
identifkasi bentuk-bentuk pemanfaatan 
dan nilai tambah keanekagaragaman 
hayati, jasa lingkungan dan hutan oleh 
masyarakat (Pelaksana) 

7.1.2.	 Adanya mekanisme maupun kebijakan 
yang memastikan mekanisme 
perlindungan terhadap keanekaragaman 
hayati, jasa-jasa lingkungan secara 
partisipatif (Pemerintah)

7.1.3.	 Adanya mekanisme yang mengukur 
kinerja pelaksanaan REDD+ dalam 
perlindungan keanekaragaman 
hayati termasuk ukuran-ukuran akses 
pemanfaatan secara berkelanjutan 
atas  keragaman hayati, jasa lingkungan 
dan hutan oleh berbagai pemangku 
kepentingan (Pelaksana) 

7.1.4.	 Adanya mekanisme yang 
mengakomodasi kearifan lokal maupun 
adat untuk memperkuat perlindungan 
terhadap keanekaragaman hayati dan 
jasa lingkungan (Pelaksana) 

7.2.	Melindungi intact 
forest landscape dan 
konservasi serta tidak 
memberi insentif bagi 
konversi 

7.2.1.	 Adanya identifikasi hutan alam yang 
masih utuh dan kawasan konservasi 
termasuk kawasan bernilai konservasi 
tinggi (Pemerintah)

7.2.2.	 Adanya kebijakan yang menghubungkan 
bentangan hutan  alam yang masih utuh 
maupun terfragmentasi dalam rencana 
kelola komprehensif dan terintegrasi 
dalam pelaksanaan REDD+(Pemerintah)

7.2.3.	 Adanya rencana pengelolaan wilayah 
REDD+ yang memasukan kawasan 
bernilai konservasi tinggi (Pelaksana) 

7.2.4.	 Adanya mekanisme yang menjamin 
REDD+ tidak memberi insentif bagi 
konversi hutan alam dan lahan gambut 
(Pemerintah dan Pelaksana)
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8.	 Aksi untuk 
menangani resiko 
balik 

8.1.	Pembatasan 
pemanfaatan yang 
sifatnya eksploitatif 
dan memastikannya 
konsisten dengan 
upaya perlindungan 
hutan 

8.1.1.	 Menyediakan skenario pencegahan 
resiko balik di tingkat tapak antara lain 
kebakaran hutan, penebangan yang 
merusak, pencurian sumber daya hutan 
(Pelaksana) 

8.1.2.	 Adanya inventarisasi skala ekonomi 
subsisten untuk melindungi masyarakat 
dan menjaga kelestarian sumber daya 
hutan (Pelaksana)

8.1.3.	 Adanya skenario yang disusun secara 
partisipatif untuk memastikan 
perimbangan antara skala ekonomi 
subsisten dan kelestarian lingkungan 
(Pelaksana) 

8.1.4.	 Ada SOP yang disusun melalui proses 
konsultasi publik untuk mencegah resiko 
balik, antara lain melakukan mitigasi 
ancaman kebakaran hutan, pencurian, 
penebangan yang merusak (Pelaksana) 

8.2.	Mempunyai instrumen 
pemantauan emisi 
dan stok karbon

8.2.1.	 Adanya desain pemantauan emisi dan 
stokkarbon yang telah dikonsultasikan 
secara luas dan mempertimbangkan 
peraturan yang berlaku (Pelaksana) 

8.2.2.	 Adanya sistem monitoring emisi 
dan stok karbon yang terintegrasi 
secara internal dalam aktivitas REDD+ 
(Pelaksana)

8.3.	Pelaksana REDD+ 
mempunyai tata ruang 
yang secara tegas 
mengatur peruntukan 
dan alokasi wilayah

8.3.1.	 Adanya upaya memastikan tata ruang di 
tingkat tapak mengakomodasi aktivitas 
REDD+  dan didukung oleh kebijakan 
tata ruang daerah (Pemerintah) 

8.3.2.	 Memastikan kebijakan daerah 
mendukung wilayah yang clean and 
clear bagi aktivitas REDD+ (Pemerintah 
Daerah) 

9.	 Aksi untuk 
mengurangi 
pengalihan emisi 

9.1.	 Mengidentifikasi 
potensi kebocoran 
emisi dan 
menyediakan peta 
jalan mengatasinya

9.1.1.	 Adanya identifikasi aktivitas dan 
rencana aktivitas yang melepaskan 
emisi di lokasi REDD+ serta akibat yang 
ditimbulkan apabila aktivitas tersebut 
dihentikan (Pelaksana) 

9.1.2.	 Mengidentifikasi aktivitas dan 
rencana aktivitas yang meningkatkan 
stok karbon dan menghindari emisi 
(Pelaksana) 

9.1.3.	 Adanya skenario pengurangan emisi 
yang tetap menjamin kontinuitas 
manfaat yang diperoleh masyarakat atas 
hutan (Pelaksana)
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